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I.  UMUM 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya 

Pasal 5 huruf e dan Pasal 100 memberikan kewenangan kepada Badan 

Pengawas Pasar Modal untuk melakukan pemeriksaan di bidang pasar 

modal dengan tujuan untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang 

teratur, wajar, dan efisien, serta untuk melindungi kepentingan pemodal 

dan masyarakat yang dilaksanakan melalui pembentukan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di 

Bidang Pasar Modal. 

Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan 

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan dilaksanakan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tugas pengaturan dan pengawasan yang 

dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi kegiatan jasa 

keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar 

modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana 

pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai 

kewenangan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan jasa 

keuangan di sektor pasar modal. 
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Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa sejak tanggal 31 

Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan 

pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, 

perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa 

keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.  

 

Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan maka berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang 

tersebut, pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh 

Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan, penyelesaiannya dilanjutkan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, tata cara pemeriksaan di bidang pasar 

modal yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, telah 

diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Untuk 

itu, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup Jelas. 
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